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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/PMK.010/20112010

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
DAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Program
Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan, memerlukan
adanya pengaturan mengenai pengesahan pendirian dana
pensiun lembaga keuangan dan perubahan peraturan dana
pensiun dari dana pensiun lembaga keuangan;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan
yang terjadi pada industri dana pensiun, ketentuan yang
mengatur persyaratan dan tata cara permohonan
pengesahan pendirian dana pensiun lembaga keuangan dan
pengesahan atas perubahan peraturan dana pensiun
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 228/KMK.017/1993 tentang Tata Cara
Permohonan Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga
Keuangan Dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana
Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 802/KMK.01/1993 perlu untuk disempurnakan;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Pendirian
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan
Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga
Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3508);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002
tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana
Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus
Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
36/PMK.010/2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010
tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga
Keuangan Non Bank;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010
tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon
Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga
Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN DAN PERUBAHAN
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN
LEMBAGA KEUANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun lembaga keuangan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.

2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai perbankan.

3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

4. Pendiri adalah Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang membentuk Dana
Pensiun Lembaga Keuangan.

5. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun
Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan
operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

6. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan dana pensiun sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.

7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

PENGESAHAN PENDIRIAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Pasal 2

Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan mendirikan Dana Pensiun
Lembaga Keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbentuk badan hukum Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia;

b. paling kurang dalam 1 ( satu) tahun terakhir sebelum mengajukan
permohonan, dinyatakan sehat oleh instansi pengawas dari Bank atau
Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan; dan

c. memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan pengesahan pendirian Dana Pensiun Lembaga
Keuangan, Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p.
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Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri Keuangan ini.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri dengan:

a. fotokopi Anggaran Dasar Pendiri;

b. rekomendasi tertulis dari instansi pengawas yang menunjukkan bahwa
Pendiri dinyatakan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
dan

c. bukti kesiapan untuk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan, meliputi:

1. Peraturan Dana Pensiun asli yang ditetapkan Pendiri, dibuat dalam
rangkap 2 (dua);

2. program kerja Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

3. struktur organisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang
dilengkapi dengan uraian tugas;

4. manual sistem administrasi dan pengolahan data Dana Pensiun
Lembaga Keuangan;

5. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi
Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

6. formulir-formulir atau dokumen yang akan digunakan dalam rangka
kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan

7. fotokopi keputusan Pendiri mengenai penunjukan Pelaksana Tugas
Pengurus.

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 paling
kurang disusun untuk periode jangka waktu 2 (dua) tahun, 5 (lima) tahun,
dan 10 (sepuluh) tahun serta memuat:

a. calon peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan baik perseorangan
maupun kelompok atau pemberi kerja yang akan ikut serta dalam
program pensiun, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk
mewujudkannya; dan

b. proyeksi biaya yang diperlukan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan
dan besarnya imbalan jasa yang akan diterima oleh Pendiri atas
penyelenggaraan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
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(4) Fotokopi Keputusan Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
angka 7 harus disertai dengan:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pelaksana Tugas Pengurus yang
ditunjuk;

b. pernyataan tertulis dari Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola
Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan
peraturan perundangan di bidang dana pensiun;

c. fotokopi tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang dana pensiun
bagi Pelaksana Tugas Pengurus; dan

d. fotokopi tanda bukti kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan dari
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bagi
Pelaksana Tugas Pengurus.

BAB III

PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun,
Pendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri c.q Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro
Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Keuangan ini.

(2) Pengajuan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana
Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. Peraturan Dana Pensiun asli yang ditetapkan Pendiri, dibuat dalam
rangkap 2 (dua); dan

b. pokok-pokok perubahan dan uraian tentang latar belakang dan tujuan
setiap pokok perubahan Peraturan Dana Pensiun.

(3) Dalam hal latar belakang perubahan Peraturan Dana Pensiun didasarkan
atas perubahan nama Pendiri, pengajuan permohonan pengesahan atas
perubahan Peraturan Dana Pensiun selain harus menyampaikan Peraturan
Dana Pensiun dan pokok-pokok perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), juga melampirkan:

a. fotokopi anggaran dasar Pendiri yang memuat perubahan nama Pendiri;
dan

b. fotokopi ijin usaha Pendiri.
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